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ABSTRAK 
 

 

JUNIPILAU. 2026 Implementasi Kebijakan Penertiban an Pengawasan Pedagang 
Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Kotawaringin Barat. Pembimbing I Dr. SAIPUL, S.Sos.,M.A.P dan 
Pembimbing II LUCI AFIANI OKTAVIA, S.I.Kom.,M.A.P. 

 
 

Beberapa penelitian terdahulu mengklaim bahwa tehnik pengawasan 
merupakan teknis yang tepat untuk menentukan tindakan penertiban dan penataan 
PKL (Khasanah, 2016; Destiningsih dan Lestari, 2020; Sulastri, 2022; Roies, 2023; 
Rimantoro dkk, 2025). Faktanya tehnik pengawasan tersebut tidak berpengaruh pada 
ketaatan PKL dalam menjalankan usaha, bahkan jumlah pelanggaran PKL di 
Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan cenderung meningkatkan secara signifikan 
dalam tiga tahun terkahir mulai Tahun 2023-2025 dengan rata-rata peningkatan 
sebesar 33,48%. 

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana implementasi kebijakan 
penertiban dan pegawasan PKL di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipengaruhi oleh 
empat indikator dalam Teori Edward III yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi 
dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dan peluang didalam implementasi 
kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
Teori Edward III. Locus penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Kotawaringin Barat. Bunu (2022) mendefinisikan kualitatif bertujuan untuk 
mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Metode 
kualitatif sangat ideal digunakan dan penggunaan kualitatif dalam penelitian ini tidak 
bisa dihindarkan (Johnston, 2013:46) sebab akan mendapatkan gambaran secara 
utuh yang akan dideskripsikan mengenai implementasi kebijakan penertiban dan 
pegawasan PKL di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penertiban dan 
pengawasan PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat 
sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dengan diperkuat indikator pendukung yaitu 
komunikasi internal dan eksternal, sumber daya peralatan, personil, disposisi perintah 
tugas yang wajib dilaksanakan serta struktur birokrasi fleksibel. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PKL, Satuan Polisi Pamong Praja, komunikasi, 
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi 



ABSTRAC 
 
 

JUNIPILAU, 2026 Implementation  of  the  Policy  on  Controlling  and 
Supervising Street Vendors by the Civil Service Police Unit 
of West Kotawaringin Regency. Supervisor I Dr. SAIPUL, 
S.Sos.,M.A.P and Supervisor II Luci Afiani Oktavia, 
S.I.Kom.,M.A.P 

 
 

Several previous studies have claimed that monitoring techniques are the right 
technique for determining actions to regulate and organize street vendors (Khasanah, 
2016; Destiningsih and Lestari, 2020; Sulastri, 2022; Roies, 2023; Rimantoro et al., 
2025). In fact, these monitoring techniques have no effect on street vendor compliance 
in running their businesses, in fact, the number of street vendor violations in Pangkalan 
Bun, South Arut District, tends to increase significantly in the last three years from 
2023-2025 with an average increase of 33.48%. 

This research will reveal how the implementation of the policy of controlling and 
supervising street vendors in Pangkalan Bun, South Arut District by the Civil Service 
Police Unit of West Kotawaringin Regency which is influenced by four indicator in 
Edward III's Theory, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic 
structure as well as inhibiting and opportunity factors in the implementation of the 
policy. This study uses a qualitative method with the Edward III Theory approach. The 
research locus is the Civil Service Police Unit of West Kotawaringin Regency. Bunu 
(2022) defines qualitative as aiming to gain an understanding of reality through an 
inductive thinking process. Qualitative methods are very ideal to use and the use of 
qualitative in this study cannot be avoided (Johnston, 2013: 46) because it will get a 
complete picture that will be described regarding the implementation of the policy of 
controlling and supervising PKL in Pangkalan Bun, South Arut District by the Civil 
Service Police Unit of West Kotawaringin Regency. 

The conclusion of this study is that the implementation of the policy of regulating 
and supervising street vendors by the Civil Service Police Unit of West Kotawaringin 
Regency has been quite good in its implementation, strengthened by supporting 
indicators, namely internal and external communication, equipment resources, 
personnel and budget, disposition of mandatory task orders and a flexible bureaucratic 
structure. 

 
Keywords: Policy Implementation, PKL, Civil Service Police Unit, communication, 

resources, disposition and bureaucratic structure. 
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